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DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

L

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bendaharawan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 2. PPKD/BUD
Republik Indonesia Nomor 4355); a. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa b. Memiliki ketelitian;
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 3. PPK-SKPD
Presiden Ncmor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); a. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan terakhir b. Memiliki ketelitian;
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
pengelolaan Keuangan Daerah; 4. PPTK

5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Struktur a. Mampu mengoperasikan komputer;
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; b. Memiliki ketelitian;

0. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.

5. Bendahara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.

1

PA
a. Mampu mengoperasikan komputer;
b. Memiliki ketelitian;

c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.

a. Mampu mengoperasikan komputer;
b. Memiliki ketelitian;

c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.




6. PPKD/BUD

a. Mampu mengoperasikan komputer;

b. Memiliki ketelitian;

c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
7. KASDA

a. Mampu mengoperasikan komputer;

b. Memiliki ketelitian;

c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
8. Penyedia Barang-Jasa/Pegawai

a. Mampu mengoperasikan komputer;

b. Memiliki ketelitian;

c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pengajuan SP2D GU" L

1. Komputer;

2. Printer;

3. Tinta Printer;
4. ATK.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pengajuan SP2D LS tidak

Database Komputer

akan berjalan dengan optimal




URAIAN PROSEDUR SOP / FLOWCHART

PENGAJUAN SP2D LS

No.

Uraian Kegiatan

Pelaksana

PPK

PPTK

Bendahara PPK-SKPD

PA

PPKD/BUD

KASDA

Penyedia Barjas/Pegawai

Persyaratan/Kelengkapan

Waktu

Output

2

5

6

B

10

11

12

13

Pelaksanaan Pengadaan Langsung atau
Lelang

- DPA
-SPD
- Dokumen

1-20 hari

- SPK
-5p

- Pengajuan SPP LS Gaji
- Pengajuan SPP LS Barjas

- Salinan SPD

- SPP LS Gaji/Barang/Jasa (Surat
Pengantar, Ringkasan, Rincian SPP-
Ls)

- 55p

- SPfkontrak antara PA dg Pihak
Ketiga dg mencantumkan no rek.
Bank pihak ketiga

- BA penyelesaianpekerjaan

- BA serah terima barang/jasa

- BA pembayaran

- Kuitansi dan kelengkapannya

1 hari

- SPP LS gaji
- SPP LS Barang/jasa

- Pengajuan SPP LS Gaji
- Pengajuan SPP LS Barjas

- Salinan 5PD

- SPP LS Gaji/Barang/Jasa {Surat
Pengantar, Ringkasan, Rincian SPP-
Ls)

- 55p

- SP/kontrak antara PA dg Pihak
Ketiga dg mencantumkan no rek.
Bank pihakketiga

- BA penyelesaianpekerjaan

- BA serah terima barang/jasa

- BA pembayaran

- Kuitansi dan kelengkapannya

1 hari

- SPP LS gaji
- SPP LS Barang/jasa

Memverifikasi SPP dan SPJ dengan
kelengkapannya

- Salinan SPD

- SPP LS Gaji/Barang/Jasa (Surat
Pengantar, Ringkasan, Rincian SPP-
Ls)

- 55p

- SP/kontrak antara PA dg Pihak
Ketiga dg mencantumkan no rek.
Bank pihakketiga

- BA penyelesaianpekerjaan

- BA serah terima barang/jasa

- BA pembayaran

- Kuitansi dan kelengkapannya

1 hari

- SPP LS gaji
- SPP LS Barang/jasa




Penolakan penerbitan SPM

- SPP tidak lengkap/tidak sesuai
aturan

- SPI serta kelengkapannya tidak
sesuai dg aturan yg berlaku

- SPP dan lampiran

- 5PM

- 5PJ serta kelengkapannya

1 hari

- Surat penolakan SPM

Penandatanganan SPP dan pengusulan
penerbitan SPM

- SPP dan lampiran
- 5PM
- S5PJ serta kelengkapannya

1 hari

- SPP
-SPM

Pengusulan SPM

- SPP dan lampiran
- 5PM
- SPI serta kelengkapannya

1 hari

-5P2D

Penerbitan 5P2D

Neraca 5aldo

1 hari

-5P2D

Pencairan SP2D

-55p

1 hari

-5P2D

10

Penerimaan biaya anggaran kegiatan

- 55p

1 hari

-5P2D




